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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh pengaruh sumber penerimaan retribusi daerah
terhadap pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe. Data yang digunakan penelitian in
adalah data sekunder dari jumlah penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha,
retribusi perizinan tertentu dan total Pendapatan asli daerah dalam runtun waktu selama
2003-2012. Data tahunan ini kemudian di interpolasi menjadi data menjadi 40 triwulan.
Metode analisis data menggunakan model regresi linier berganda yang diolah dengan
menggunakan SPSS. Hasil penelitian menemukan bahwa secara keseluruhan sumber
penerimaan retribusi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe.
Namun, secara individual hanya variabel retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu
yang mempengaruhi pendapatan asli daerah sedangkan retribusi jasa usaha belum mempenga-
ruhi sumber pendapatan asli daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota
Lhokseumawe terus menggali sumber retribusi jasa umum dan perizinan tertentu untuk mening-
katkan pendapatan asli daerah. Di samping itu pemerintah Kota Lhokseumawe terus mencari
solusi-solusi agar retribusi jasa usaha lebih baik lagi untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah di Lhokseumawe
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1. Pendahuluan

Secara umum ada tiga golongan retribusi,
yaitu reribusi jasa umum, retribusi jasa
usaha dan retribusi perizinan tertentu
Prakoso (2003:129). Menurut UU No 28 2009
dijelaskan bahwa retribusi jasa umum meru-
pakan pelayanan yang disediakan atau diberi-

kan pemerintah daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan. Selanjutnya, retribusi jasa usaha
adalah pelayanan yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut prinsip
komersial yang meliputi pelayanan dengan
menggunakan / memanfaatkan kekayaan
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daerah yang belum dimanfaatkan secara
optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah
daerah sepanjang belum disediakan secara
memadai oleh pihak swasta. Dan terakhir,
retribusi perizinan tertentu merupakan pela-
yanan perizinan tertentu oleh pemerintah
daerah kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pengaturan dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagai salah satu kota Lhokseumawe di
Provinsi Aceh, merupakan pemerintah kota
yang memiliki kewenangan untuk mengutip
retribusi dari masyarakat dari objek-objek
tertentu. Dan kemudian masyarakat wajib
menerima manfaat dan dapat menikmati
fasilitas dan kualitas pelayanan baik yang di
berikan oleh pemerintah sebagai kompen-
sasinya. Banyak usaha-usaha yang telah
dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
yang berasal dari retribusi daerah, antara
lain dengan cara memperluas basis peneri-
maan yang dipungut oleh daerah, memper-
kuat proses pemungutan misalnya penyusu-
nan peraturan daerah, mengubah tariff,
khususnya tarif retribusi. Untuk mengetahui
perkembangan realisasi dan target peneri-
maan pendapatan daerah yang bersumber
dari retribusi daerah yang telah ditetapkan
Pemerintah Kota Lhokseumawe selama 5
tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1

target yang telah ditetapkan Pemerintah
Kota Lhokseumawe. Namun, objek sumber
penerimaan retribus daerah mencapai target
hanya retribusi perizinan tertentu dan itu
hanya terjadi pada tahun 2008, 2009 dan
2010. Hal ini tentu ikut berdampak pada
target penerimaan Pendapatan Asli Daerah
yang telah ditetapkan Pemerintah Kota
Lhokseumawe. Seharusnya berdasarkan UU
Nomor 28 Tahun 2009 bahwa retribusi daerah
disebutkan merupakan sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelak-
sanaan pemerintah daerah sehingga mampu
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dan kemandirian daerah (Tabel 2).

Pendapatan asli daerah adalah penerima-
an yang diperoleh dari sektor pajak daerah,
retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah. Dalam pelaksanaan
otonomi daerah, sumber keuangan yang
berasal dari pendapatan asli daerah lebih
penting dibandingkan dengan sumber-sumber
diluar pendapatan asli daerah, karena
pendapatan asli daerah dapat dipergunakan
sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah,
sedangkan bentuk pemberian pemerintah
(non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan
penggalian dan peningkatan pendapatan asli
daerah diharapkan pemerintah daerah juga
mampu meningkatkan kemampuannya dalam
penyelenggaraan urusan daerah.

Tabel 2 Penerimaan PAD Lhokseumawe

berikut ini: 2003-2012
Tabel 1 Penerimaan Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe 2008-2012 Jumlah Pendapatan
Talun Objek Rﬂ&?‘fi T§g§t “0?“1}‘353 Tahun Asli Daerah Growth
) ) %o,
Retribus: Dacrah 2178729300 2228996050 97.74% 2003 6,961,285,082.00 -

2005 Retribusi Jasa Unom 927337.150 984305000  9421% 2004 9,396,753,771.00 34.99%
Retribusi Jasa Usaha 448.397.000  454.030.000 98.76% 0,
Retribusi Perizinan Tertentu  802.995.350  790.661.050  101.56% 2005 10,819,856,855.00 15.14%
Retribusi Daerah 2131928292 2480675000  85.67% 2006 18,350,446,016.00 69.60%
Retribusi Jasa Umum 1.018271.700 1251925000 81.34% 0,

2009 Retribusi Jasa Usaha 369.649.500 352000000  66.97% 2007 25,391,279,828.00 38.37%
Retribusi Perizinan Tertenty 745.007.092  685.750.000  108.64% 2008 20,604,686,381.00 -18.85%
Retribus: Dacrah 7552006900 3.721350.000  68.58% 2009 21,580,801,973.00 4.74%
Retribust Jasa Unmum 1217985.900 2.161.000.000  5636%

210§ cteibusi Jasa Usaha 458362000 772350.000  59.35% 2010 19,414,688,504.00 -10.04%
Retribusi Perizinan Tertentu  $45.659.000  788.000.000  107.32% 2011 28,690,316,648.00 47.78%
Retribusi Dacral 2717821650 4150095000  65.49%

gppy  Refribusi Jasa Uom 1454941550 2012245000  7230% 2012 28,238,079,378.00 -1.58%
Retribusi Jasa Usaha 461354000 1238350000  37.26% Rata-rata 18,944,819,443.60 20.02%
Retribusi Perizinan Terfentu  801.526.100  §99.500.000  85.11% . ;

TRetribus: Dacrah S658.172920 7317290000  7733% Sumber: Data diolah (2013).

401, Retribusi Jasa Umum 4372965.100 5.169.750.000  8459%

= Retribusi Jasa Usaha 504.227.000 1.266.040.000 39.83% Rata-rata jum[ah pendapatan asli daerah
Retribusi Perizinan Tertents  780.980.820  $81.500.000  88.60%

Sumber: DPKAD Kota Lhokseumawe.

Dari Tabel 1 ini menjelaskan bahwa
penerimaan retribusi daerah belum mencapai

Kota Lhokseumawe selama periode 2003-
2012 adalah sebesar 18.944.819.443,60.
Jumlah penerimaan terendah terjadi pada
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2003 sebesar 6.961.285.082. Sedangkan pe-
nerimaan tertinggi terjadi pada 2011 dengan
nilai penerimaan sebesar 28.690.316.648.

Banyak peneliti telah melakukan kajian
yang berkaitan dengan pengaruh retribusi
daerah terhadap pendapatan asli daerah,
seperti; Priatnasari (2012) dan Setyawati
(2010) Kurniawan (2010). Priatnasari (2012)
yang menguji pengaruh retribusi daerah pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infor-
matika Kota Tegal Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Tegal. Hasil penelitian menemu-
kan bahwa retribusi daerah memiliki hubu-
ngan yang positif tetapi tidak signifikan
antara retribusi daerah Dishubkominfo
dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal.
Kurniawan (2010) yang meneliti pengaruh
penerimaan pajak dan retribusi daerah
terhadap peningkatan PAD Di Kabupaten
Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa retribusi daerah berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pendapatan asli
daerah di Kabupaten Ponorogo. Setyawati
(2010) yang meganalisis pengaruh peneri-
maan retibusi daerah terhadap pendapatan
asli daerah Kabupaten Sragen. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa retribusi jasa
pelayanan umum berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen.

Namun, penelitian terdahulu hanya ter-
fokus pada retribusi daerah tanpa meneliti
lebih dalam bagaimana pengaruh sumber
penerimaan dari retribusi daerah seperti
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan
retribusi perizinan tertentu terhadap penda-
patan asli daerah. Berdasarkan penjelasan
uraian di atas maka tujuan penelitian ini
adalah untuk menguji pengaruh sumber
penerimaan retribusi daerah terhadap PAD di
Kota Lhokseumawe.

2. Kajian Literatur

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah daerah diharapkan lebih
mampu menggali sumber-sumber keuangan
khususnya untuk memenuhi kebutuhan pem-
biayaan pemerintahan dan pembangunan di
daerahnya melalui PAD. Tuntutan pening-
katan PAD semakin besar seiring dengan
semakin banyaknya kewenangan pemerin-
tahan yang dilimpahkan kepada daerah.
Septiana (2007) mengatakan pendapatan asli
daerah adalah seluruh penerimaan yang
masuk ke kas daerah, yang diatur dengan

peraturan yang berlaku, yang digunakan
untuk menutupi pengeluaran daerah. PAD
merupakan salah satu modal dasar pemerin-
tah daerah dalam mendapatkan dana pemba-
ngunan dalam memenuhi belanja daerah,
selain itu guna memperkecil ketergantungan
dalam subsidi dari pemerintah pusat.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 mendefi-
nisikan PAD adalah sumber keuangan daerah
yang digali dari wilayah daerah yang ber-
sangkutan vyang terdiri dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil penge-
lolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain PAD yang sah. Dalam UU Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah pada pasal 1 ayat 18 disebutkan bah-
wa PAD, pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai peraturan perundang-undangan. Dari
beberapa uraian di atas dapat disimpulkann
bahwa ada empat sumber PAD, yaitu: pajak
daerah, retribusi daerah, pengelolaan keka-
yaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
PAD yang sah. Dengan demikian dapat dikata
kan retribusi merupakan bagian dari PAD.

b. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah  dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan. Menurut Halim (2004:
67), retribusi daerah merupakan pendapatan
daerah yang berasal dari retribusi daerah.
Menurut Kaho (2007), secara umum keung-
gulan utama sektor retribusi atas sektor
pajak adalah karena pemungutan retribusi
berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak
ditentukan secara limitatif seperti halnya
sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor
retribusi adalah terletak pada ada tidaknya
jasa yang disediakan pemerintah daerah.
Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam
menggali potensi sumber-sumber keuangan-
nya dengan menetapkan jenis retribusi selain
yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi
kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai
dengan aspirasi masyarakat. Pasal 108 UU
Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek
retribusi terdiri dari: retribusi jasa umum,
yaitu; retribusi jasa usaha dan retribusi
perizinan tertentu.
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c. Retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah
pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: retribusi
pelayanan kesehatan; retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan; retribusi penggan-
tian biaya cetak kartu tanda penduduk dan
akta catatan sipil; retribusi pelayanan pema-
kaman dan pengabuan mayat; retribusi
pelayanan parkir di tepi jalan umum; retri-
busi pelayanan pasar; retribusi pengujian
kendaraan bermotor; retribusi pemeriksaan
alat pemadam kebakaran; retribusi penggan-
tian biaya cetak peta; retribusi penyediaan
dan/atau penyedotan kakus; retribusi peng-
olahan limbah cair; retribusi pelayanan tera/
tera ulang; retribusi pelayanan pendidikan;
dan pengendalian menara telekomunikasi.

d. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelaya-
nan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial meliputi:
retribusi pemakaian kekayaan daerah; pasar
grosir dan/atau pertokoan; tempat pelela-
ngan; terminal; parkir; tempat penginapan/
pesanggrahan/villa; rumah potong hewan;
pelaya-nan kepelabuhanan; tempat rekreasi
dan olahraga; penyeberangan di air; dan
retribusi penjualan produksi usaha daerah.

e. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah
pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerin-
tah Daerah kepada orang pribadi atau Badan
yang dimaksud untuk pengaturan dan peng-
awasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, pra-
sarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan. Jenis retribusi per-
izinan tertentu adalah: retribusi izin mendi-
rikan bangunan; izin tempat penjualan
minuman beralkohol; izin gangguan; izin
trayek; dan retribusi izin usaha perikanan.

3. Metode Penelitian

3.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder dari jumlah peneri-
maan retribusi jasa umum, retribusi jasa

usaha, retribusi perizinan tertentu dan total
Pendapatan asli daerah dalam runtun waktu
selama 2003-2012. Data tahunan ini kemu-
dian di interpolasi menjadi data triwulan
dengan bantuan program Eviews. Adapun
interpolasi dilakukan karena data tahunan
selama 10 tahun, dan setelah dilkukan
interpolasi maka telah didapatkan jumlah
sampel sebanyak 40 triwulan.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Di dalam penelitian ini ada tiga variabel
independen yang menjelaskan variabel
dependen; variabel retribusi jasa umum,
retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan
tertentu. Sedangkan variabel dependen
adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Retribusi Jasa Umum (X;)

Retribusi jasa umum adalah pelayanan
yang disediakan atau diberikan oleh peme-
rintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan (UU Nomor 28
Tahun 2009). Variabel ini diukur dengan
skala rasio melalui satuan rupiah.

b. Retribusi Jasa Usaha(X;)

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial yang
meliputi pelayanan dengan memanfaatkan
kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan
secara optimal dan/atau pelayanan oleh
pemerintah daerah sepanjang belum disedia-
kan secara memadai oleh pihak swasta (UU
No 28 Tahun 2009). Variabel ini diukur
dengan skala rasio melalui satuan rupiah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu (X3)

Retribusi perizinan tertentu adalah pela-
yanan perizinan tertentu oleh Pemerintah
Daerah kepada orang pribadi /badan yang
dimaksudkan untuk pengaturan dan penga-
wasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan (UU No 28
Tahun 2009). Variabel ini diukur dengan
skala rasio dalam satuan rupiah.

d. PAD (Y)

Penerimaan daerah yang berasal dari
sumber ekonomi asli daerah, yang diukur
melalui besarnya target PAD kabupaten/kota
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pada setiap tahun anggaran. PAD terdiri dari
hasil pajak daerah, retribusi daerah,
pendapatan laba perusahaan daerah dan
lain-lain pendapatan yang sah yang diukur
dengan satuan rupiah.

3.3. Metode Analisis Data

Metode Analisa data dalam penelitian ini
dengan menggunakan pendekatan kuanti-
tatif, secara umum, pendekatan kuantitatif
lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi,
dengan melakukan pengujian statistik dan
steril dari pengaruh subjektif peneliti
(Sekaran, 2007). Alat analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis regresi
linear berganda. Analisis regresi berganda
ialah analisis mengenai beberapa variabel
independen dengan satu variabel dependen.

Analisis regresi adalah analisis mengenai
variabel independen dengan dependen yang
bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata
veriabel dependen berdasarkan nlai variabel
independen yang diketahui (Gujarati, 2006).

Dimana dalam penelitian ini, tiga
komponen dari sumber retribusi daerah yaitu
retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha,
dan retribusi perizinan tertentu sebagai
variabel independen, akan diuji pengaruhnya
terhadap pendapatan asli daerah sebagai
variabel dependen menggunakan analisis
regresi linier berganda, diolah software SPSS.
Namun sebelum pengujian dilakukan, data
dalam penelitian ini ditransformasi ke
logaritma natural (Ln) untuk menyeder-
hanakan data yang ukurannya terlalu besar.

Adapun Persamaan regresi adalah sebagai
LnY = Bg + By LnX; + B, LnX; + B3 LnX3 + e,
Dimana: LnY: Pendapatan Asli Daerah, Bg:
Konstanta, B, 3;: Koefisien variabel indepen-
den, LnX;: retribusi jasa umum, LnX;: retri-
busi jasa usaha, LnXj;: Retribusi perizinan
tertentu dan e: residual error.

4. Pembahasan
4.1. Deskripsi Data
a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum sendiri diperoleh
dari pelayanan sampah, pelayanan keber-
sihan, penggantian biaya KTP, pelayanan
parkir, pelayanan pasar, pengujian kenda-
raan bermotor, pelayanan rumah potong
hewan, pelayanan kesehatan hewan, leges,

dan penjualan kendaraan. Jumlah peneri-
maan dari retribusi jasa umum Kota
Lhokseumawe selama periode 2003-2012
dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Jumlah Penerimaan Retribusi Jasa
Umum, Periode 2003-2012

Jumlah Retribusi

Tahun Growth
Jasa Umum
2003 142,816,070.00 -
2004 194,712,005.00 36.34%
2005 290,570,470.00 49.23%
2006 456,359,265.00 57.06%
2007 646,925,865.00 41.76%
2008 927,337,150.00 43.35%
2009 1,018,271,700.00 9.81%
2010 1,217,985,900.00 19.61%
2011 1,454,941,550.00 19.45%
2012 4,372,965,100.00 200.56%
Rata-rata 1,072,288,507.50 53.02%

Sumber: Data diolah (2013).

Tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa
rata-rata penerimaan retribusi jasa umum
pada Kota Lhokseumawe periode 2003-2012
adalah sebesar 1.072.288.507,50. Adapun
rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan
retribusi jasa umum dimasa periode 2003-
2012 adalah 53,02%. Peningkatan setiap
tahunnya disebabkan ada penambahaan dari
item atau objek sumber penerimaan dari
retribusi jasa umum itu sendiri. Faktor lain
juga disebabkan ada peningkatan dari jumlah
kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 di
Kota Lhokseumawe.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi  jasa usaha  sendiri di
Pemerintahan Kota Lhokseumawe diperoleh
dari pemakaian kekayaan daerah seperti
sewa kios, sewa kendaraan dan alat-alat
berat, sewa wc terminal, sewa bus sekolah,
jasa pemakaian pasar hewan dan terminal.
Jumlah penerimaan dari retribusi jasa usaha
di Kota Lhokseumawe selama periode 2003-
2012 dapat dilihat pada Tabel 4.

Dari Tabel 4 tersebut dapat dijelaskan
bahwa rata-rata penerimaan yang berasal
dari retribusi jasa usaha pada Kota
Lhokseumawe periode 2003-2012 adalah
sebesar 306.156.940,00. Adapun rata-rata
tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi
jasa usaha dimasa periode 2003-2012 adalah
sebesar 28,78%. Perkembangan penerimaan
retribusi jasa usaha daerah Kota Lhokseu-
mawe dari tahun 2003 - 2012 cenderung
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meningkat. Hanya saja pada tahun 2004 dan
tahun 2009 mengalami penurunan dari
penerimaan hasil retribusi jasa usaha.

Tabel 4 Perkembangan Jumlah Penerimaan
Retribusi Jasa Usaha Periode 2003-2012

Tahun Jumlah Retribusi Growth
Jasa Usaha

2003 90,104,700.00 -

2004 65,843,000.00 -26.93%

2005 146,422,200.00 122.38%

2006 253,479,500.00 73.12%

2007 263,730,500.00 4.04%

2008 448,397,000.00 70.02%

2009 369,649,500.00 -17.56%

2010 458,362,000.00 24.00%

2011 461,354,000.00 0.65%

2012 504,227,000.00 9.29%
Rata-rata 306,156,940.00 28.78%
Sumber: Data diolah (2013).

Dari data laporan realisasi retribusi

daerah, pada tahun 2009 penurunan peneri-
maan retribusi jasa usaha diakibatkan target
penerimaan dari pos-pos retribusi jasa usaha
seperti sewa kios, sewa kendaraan dan alat-
alat berat, sewa WC terminal dan terminal
tidak terealisasi sesuai dengan target yang
ditetapkan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Namun jika dilihat secara garis besar, maka
grafik di atas menunjukkan tren yang positif
karena terus mengalami peningkatan dari
penerimaan retribusi jasa usaha. Tren positif
ini diakibatkan meningkatnya usaha baru
masyarakat yang ada di Kota Lhokseumawe.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan
pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerin-
tah Daerah kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pengaturan dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun
jumlah penerimaan dari retribusi perizinan
tertentu pada Kota Lhokseumawe selama
periode 2003-2012 dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel tersebut menjelaskan bahwa rata-
rata penerimaan dari retribusi perizinan
tertentu pada Kota Lhokseumawe periode
2003-2012 adalah sebesar 526.764.196,20.
Adapun rata-rata tingkat pertumbuhan
penerimaan retribusi perizinan tertentu

dimasa periode 2003-2012 adalah sebesar
58,81%. Terjadi fluktuasi tentang perolehan
retribusi perizinan selama 2003 hingga 2012.

Tabel 5 Jumlah Penerimaan Retribusi
Perizinan Tertentu Periode 2003-2012

Tahun J“F“.‘ah Retribusi Growth
Perizinan Tertentu
2003 35,036,700.00 -
2004 83,167,850.00 137.37%
2005 315,944,350.00 279.89%
2006 362,364,700.00 14.69%
2007 494,960,000.00 36.59%
2008 802,995,350.00 62.23%
2009 745,007,092.00 -7.22%
2010 845,659,000.00 13.51%
2011 801,526,100.00 -5.22%
2012 780,980,820.00 -2.56%
Rata-rata 526,764,196.20 58.81%

Sumber: Data diolah, (2013).

Jumlah penerimaan pendapatan yang
bersumber dari retribusi perizinan tertentu
selama periode tahun 2003-2012 pada
Pemerintah Kota Lhokseumawe secara garis
besar menunjukkan tren yang positif. Namun
pada 2009, 2011 dan 2012 terjadi penurunan
dari jumlah penerimaan retrbibusi perizinan
tertentu. Dimana jika dilihat dari persentase
pertumbuhannya didapatkan nilai yang
negatif.

Jika dilihat dari data laporan realisasi
penerimaan retribusi daerah maka pada
tahun 2009 pada penerimaan retribusi izin
mendirikan bangunan berkurang diban-
dingkan pada tahun 2008 dan pada tahun
2009 pada pos retribusi izin trayek tidak ada
pemasukan, hal ini berbeda dengan tahun
2008 dimana terdapat penerimaan dari
retribusi izin trayek.

4.2. Uji Asumsi dalam Analisis
a. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah data yang
terdistribusi normal. Pengujian kenormalan
data dalam penelitian ini dilakukan dengan
uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun hasil uji
normalitas dengan pengujian Kolmogorov-
smirnov (lihat Tabel 6).

Berdasarkan Tabel 6, nilai Kolmogorov-
Smirnov sebesar dengan 0,461 dengan nilai
signifikan sebesar 0,145. Berdasarkan hasil
pengujian, disimpulkan bahwa data residual
dalam model penelitian ini terdistri-busi
normal, dengan nilai signifikansinya > 0,05.
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Tabel 6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandar
dized

Residual
N 40
Normal Mean OE-7
Parametersab Std. Deviation .18775875
Most Extreme Absp]ute 073
Differences Posm\(e 073
Negative -.049
Kolmogorov-Smirnov Z 461
Asymp. Sig. (2-tailed) .984

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Hasil Penelitian Diolah (2013).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menggunakan nilai
tolerance dan Variance Inflation Factor
(VIF). Tolerance mengukur variabilitas
variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat
dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi
nilai tolerance yang rendah sama dengan
nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance)
dan menunjukkan adanya kolonieritas yang
tinggi. Ghozali (2013) mengatakan  bila
korelasi antara dua variabel bebas VIF-nya di
atas 10 maka dapat dikatakan bahwa model
tersebut terkena multikolinieritas. Hasil uji
multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Uji Multikolinieritas

Coefficients?

Model Collinearity Statistics
Tolerance VIFE
LN_X1 408 2.449
1 LN_X2 .488 2.050
LN_X3 .380 2.630

a. Dependent Variable: Ln_PAD
Sumber: Hasil penelitian,Data diolah (2013)

Tabel 7 menyatakan bahwa keseluruhan
variabel bebas yang diamati tidak memiliki
masalah multikolinieritas, dimana masing-
masing variabel bebas menunjukkan nilai VIF
< 10 dan nilai Tolerance > 0,10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang
homoskedastisitas yaitu variance dari resi-
dual satu ke pengamatan yang lain tetap.
Untuk mendeteksi apakah terjadi heteros-
kedastisitas dalam penelitian ini mengguna-
kan uji Park. Hasil pengujian heterokedas-
tisitas dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients?

Model Unstandardized Standard t Sig.

Coefficients ized

Coefficie

nts

B Std. Error Beta
(Constant) -4.800 13.050 -368 715
1 In_x1 -562 952 -.223 -590 hE9
In_x2 770 1.941 222 397 694
In_x3 - 168 1.009 -.075 -167 868

a. Dependent Variable: Ln_U2i
Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah (2013).

Tampak bahwa nilai signifikan variabel
independen berada di atas 0,05 persen. Hal
ini mengindikasikan bahwa dalam model
regresi  tidak terdapat ketidaksamaan
variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. DSehingga terjadi
problem heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya problem
autokorelasi dilakukan dengan Run Test. Run
Test digunakan untuk melihat data residual
terjadi secara random atau tidak. Hasil
pengujian autokorelasi dapat di lihat pada
Tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9 Uji Autokorelasi

Runs Test
Unstandardized
Residual

Test Value? -.00456
Cases < Test Value 20
Cases >= Test Value 20
Total Cases 40
Number of Runs 17
V4 -1.121
Asymp. Sig. (2-tailed) .262
a. Median

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah (2013).

Hasil pengujian autokorelasi dengan Run
Test pada Tabel 9 di atas menunjukkan nilai
test -0,00456 dengan nilai probabilitas 0,262
> 0,05. Maka disimpulkan bahwa tidak terjadi
autokorelasi dalam model penelitian ini.

4.3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian pengaruh variabel independen
dengan variabel dependen dalam penelitian
ini, menggunakan formulasi persamaan
analisis regresi linear berganda. Adapun hasil
regresi dapat dilihat pada Tabel 10 berikut
ini:
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Tabel 10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model B bitmz  fuba sig ()
Konstanta 13.589 13,783 000
Retribust Jasa Umum (X1) 0.205 2,85 03 007
Retribust Jasa Usaha (Xz) 0.079 0539 -~ 593
Retribusi Perizinan Tertentu (X3) 0.179 2,354 024
Koeﬁs;e-n Kﬂrelasli (R) =920% | Fijom Faad  sig(F)
Koefisien Determinasi (R%) =846% -

Adjusted (R?) =834% 66,085 2,87 0,000

Sumber: Data diolah (2013)

Berdasarkan hasil diatas maka didapatkan
persamaan regresi linier sebagai berikut:

LnY=13,589+0,205LnX;+0,079LnX2+0,179 LnX3+e,

Nilai konstanta, B, = 13,589. nilai ini
menunjukkan probabilitas jumlah penerima-
an Pendapatan Asli Daerah tanpa dipengaruhi
oleh retribusi jasa umum, retribusi jasa
usaha dan retribusi perizinan tertentu.
Artinya, jika Retibusi Jasa Umum, Retribusi
Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu
dianggap konstan. Nilai koefisien retribusi
jasa umum bertanda positif 0,205. Hal ini
menunjukkan adanya hubungan yang searah
antara retribusi jasa umum dengan penda-
patan asli daerah. Artinya, jika penerimaan
retribusi daerah mengalami peningkatan
1000 rupiah, maka jumlah penerimaan PAD
akan ikut meningkat sebesar 205 rupiah.

Nilai koefisien retribusi jasa usaha
bertanda positif 0,079. Hal ini menunjukkan
adanya hubungan searah antara retribusi jasa
usaha dengan pendapatan asli daerah.
Artinya, jika penerimaan retribusi jasa usaha
mengalami peningkatan 1000 rupiah, maka
jumlah penerimaan pendapatan asli daerah
di Kota Lhokseumawe akan ikut meningkat 79
rupiah dan sebaliknya. Nilai koefisien retri-
busi perizinan tertentu bertanda positif
0,179. Hal ini menunjukkan adanya hubungan
yang searah antara retribusi perizinan
tertentu dengan PAD. Artinya, jika penerima-
an retribusi perizinan tertentu mengalami
peningkatan sebesar 1000 rupiah, maka
jumlah penerimaan PAD Kota Lhokseumawe
akan ikut meningkat Rp.179 dan sebaliknya.

Di samping itu, Tabel 10 tersebut juga
dapat diketahui besarnya nilai koefisien
determinasi adjusted R? sebesar 83,4%. Hal
ini  menunjukkan bahwa pendapatan asli
daerah di Kota Lhokseumawe mampu
dipengaruhi atau dijelaskan oleh retribusi
daerah sebesar 83,4%, sedangkan sisanya
16,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar
model penelitian ini.

4.3. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Kota Aceh Utara terdiri dari
retribuis jasa umum, retribusi jasa usaha,
dan retribusi perizinan tertentu. Besar
kecilnya penerimaan retribusi daerah dari
suatu pemerintahan baik itu Pemerintah Kota
maupun Pemerintah Kabupaten menunjukkan
satu bentuk peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan otonomi daerah. Pengujian
retribusi daerah secara simultan; retribusi
jasa umum, retribsi jasa usaha dan retribusi
perizinan tertentu terhadap pendapatan asli
daerah di Kota Lhokseumawe, maka dilaku-
kan dengan pendekatan uji F (simultan)
dengan kriteria pengujiannya adalah jika
nilai Fhiwng lebih besar dari nilai Fabe, maka
Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD
di Kota Lhokseumawe. Sebaliknya jika Fhpitung
lebih kecil dari Fiape;, maka Retribusi Daerah
tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan Tabel 10 diketahui nilai Fpitung
sebesar 66,085 yang mana lebih besar dari
nilai Fypel Sebesar 2,87 dengan nilai signifi-
kansi lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memi-
liki pengaruh yang signifikan secara simultan
terhadap PAD di Kota Lhoseumawe. Hasil
temuan ini sesuai temuan yang dilakukan
oleh Setyawati (2010), dimana Setyawati
menjelaskan bahwa Retribusi daerah yang
terdiri retribusi jasa pelayanan umum,
retribusi jasa usaha dan perijinan khusus
berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sragen
tahun 2000 - 2009 dengan rata-rata kontri-
busi retribusi daerah terha-dap PAD Kabu-
paten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 54,9%.

Adanya pengaruh retribusi daerah yang
terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi
jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu
secara simultan terhadap pendapatan asli
daerah di Kota Lhokseumawe menunjukkan
bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh
yang besar terhadap peneri-maan PAD di
Kota Lhokseumawe.

4.4, Pengaruh  Retribusi Jasa Umum
Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi jasa umum merupakan salah
satu penerimaan daerah yang berasal dari
masyarakat sebagai partisipasi aktif dalam
pembangunan. Retribusi Jasa Umum Peme-
rintah Kota Lhokseumawe merupakan
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pembayaran yang diberikan oleh rakyat Aceh
khususnya masyarakat di Kota Lhokseumawe
kepada Pemerintah Daerah setempat yaitu
Pemerintah Kota Lhokseumawe atas jasa
yang diberikan untuk tujuan kepentingan
umum yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi maupun suatu badan. Peningkatan
dari penerimaan retrbusi jasa umum akan
meningkatkan PAD. Dimana retribusi jasa
umum merupakan salah satu pos dari
penerimaan retribusi daerah yang akan
berimplikasi terhadap penerimaan PAD pada
Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada
Tabel 10 didapatkan nilai tyi,ng dari variabel
retribusi jasa umum sebesar 2,859 yang
mana lebih besar dari tipe 2,03 dengan nilai
signifikan dibawah 0,05. Hasil ini menun-
jukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang
signifikan antara Retribusi Jasa Umum
dengan PAD di Kota Lhokseumawe.

Faktor lain juga dikarenakan Pemerintah
Kota Lhokseumawe telah bekerja dengan
baik dengan melakukan sosialisasi sehingga
masyarakat tidak hanya menikmati pela-
yanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota
Lhokseumawe namun masyarakat memiliki
kesadaran untuk membayar retribusi jasa
umum yang digunakan. Hasil ini juga sesuai
dengan ketentuan UU No.28 Tahun 2009 yang
menyebutkan bahwa retribusi  daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan daerah.

Hasil temuan ini sesuai dengan temuan
dari penelitian yang telah dilakukan oleh
Setyawati (2010), dimana hasil penelitian
yang telah dilakukan Setyawati pada
Pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan
bahwa Retribusi Jasa Pelayanan Umum
berpengaruh terhadap PAD. Wardhani (2010),
dalam penelitiannya juga menunjukkan
bahwa retribusi jasa umum memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD
pada Kabupaten Sidoarjo.

4.5. Pengaruh  Retribusi Jasa  Usaha
Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi jasa usaha merupakan salah satu
penerimaan daerah yang berasal dari
masyarakat sebagai partisipasi aktif dalam
pembangunan. Retribusi Jasa Usaha Pemerin-
tah Kota Lhokseumawe merupakan pemba-
yaran yang diberikan oleh rakyat aceh mau-

pun suatu badan di Kota Lhokseumawe
kepada Pemerintah Daerah setempat yaitu
jasa yang diberikan untuk tujuan kepenti-
ngan usaha yang dijalankan oleh peroranngan
maupu suatu badan dengan menganut
prinsip-prinsip komersial karena pada dasar-
nya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta. Peningkatan dari penerimaan retri-
busi jasa usaha akan meningkatkan PAD.
Dimana retribusi jasa usaha merupakan salah
satu pos dari penerimaan retribusi daerah
yang akan berimplikasi terhadap penerimaan
PAD pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada
Tabel 10 didapat nilai thiwng dari variabel
retribusi jasa usaha sebesar 0,539 yang mana
lebih kecil dari nilai tipe 2,03 dengan tingkat
signifikan diatas 0,05. Hasil ini menunjukkan
bahwa tidak terdapat pengaruh yang signi-
fikan antara Retribusi jasa usaha terhadap
PAD Kota Lhokseumawe. Tidak signifikannya
pengaruh retribusi jasa usaha terhadap
pendapatan asli daerah di Kota Lhokseumawe
disebabkan masih minimnya item atau objek-
objek dari sumber penerimaan retribusi jasa
umum itu sendiri. Dan juga masih kurangnya
peman-faatan dari pemakaian kekayaan
daerah yang ada di Kota Lhokseumawe
sehingga dapat diberikan kepada orang atau
badan yang dapat menggunakannya.

Hasil temuan ini berbanding terbalik
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh
Widyawanti (2010), dimana retribusi jasa
usaha berpengaruh terhadap pendapatan asli
daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000-
2009 dengan rata-rata kontribusi retribusi
jasa usaha terhadap PAD Kabupaten Sragen
tahun 2000-2009 sebesar 4,84%. Namun
sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Priatnasari (2011), dimana retribusi
daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap
PAD Kota Tegal.

4.6. Pengaruh Retribusi Perizinan Tertentu
Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi perizinan tertentu merupakan
suatu pelayanan perizinan tertentu yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melin-
dungi kepentingan umum dan menjaga
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kelestarian lingkungan. penerimaan dari usaha dan retribusi perizinan tertentu

retribusi perizinan tertentu tentu diharapkan
mampu meningkatkan penerimaan PAD di
Kota Lhokseumawe untuk kepentingan dalam
menjalankan Pemerintahan dan Pembangu-
nan di Daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada
Tabel 5.9 didapat nilai tpiwng dari variabel
retribusi perizinan tertentu sebesar 2,354
yang mana lebih besar dari nilai type 2,03
dengan tingkat signifikan dibawah 0,05. Hasil
ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan antara retribusi perizinan
tertentu dengan Pendapatan Asli Daerah.
Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa
sosialisasi yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Kota Lhokseumawe akan penting-
nya membayar retribusi perijinan tertentu
mampu diterima dan dipatuhi oleh masya-
rakat maupun badan. Sehingga memberikan
dampak yang positif terhadap penerimaan
PAD di Kota Lhokseumawe. Hasil ini sesuai
dengan ketentuan UU No.28 Tahun 2009.

Hasil temuan ini sesuai dengan temuan
dari penelitian yang telah dilakukan oleh
Setyawati (2010), dimana hasil penelitian

yang telah dilakukan pada Pemerintah
Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa
Retribusi  perijinan khusus berpengaruh

terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000 -
2009 dengan rata - rata kontribusi retribusi
jasa perijinan khusus terhadap PAD
Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar
2,54%. Selanjutnya dalam penelitian Gomies
dan Pattiasina (2011), hasil penelitiannya
juga menunjukkan retribusi daerah berpe-
ngaruh signifikan terhadap pendapatan asli
daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.

5. Simpulan

Retribusi  jasa umum  berpengaruh
signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
Retribusi jasa wusaha berpengaruh tidak
signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
Retribusi perizinan tertentu berpengaruh
signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
Penelitian Gomies dan Pattiasina (2011),
juga menunjukkan retribusi daerah ber-
pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli
daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada
Pemerintah Kota Lhokseumawe ditemukan
bahwa retribusi jasa umum, retribusi jasa

berpengaruh positif terhadap pendapatan
asli daerah. Namun dari ketiga sumber
penerimaan retribusi daerah tersebut yang
memiliki pengaruh signifikan terhadap pen-
dapatan asli daerah adalah retribusi jasa
umum dan retribusi perizinan tertentu.
Sedangkan pengaruh retribusi jasa umum
terhadap pendapatan asli daerah adalah
tidak signifikan. Tidak signifikannya penga-
ruh retribusi jasa usaha terhadap PAD pada
Pemerintah Kota Lhokseumawe kemungkinan
disebabkan masih sedikitnya objek-objek pos
yang ada dalam pos penerimaan retribusi
jasa usaha itu sendiri. Hal lain juga disebab-
kan kurang baiknya manajemen pengelolaan
yang mengelola retribusi jasa umum. Dan
pada laporan realisasi tahun 2012 bahwa
tidak ada penerimaan retribusi dari sewa kios
terminal baru dan sewa kios pasar buah yang
merupakan objek retribusi jasa usaha dari
pos retribusi kekayaan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, kepada
Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang
mana merupakan pihak yang berwenang
dalam mengelola penerimaan daerah
terutama dari sumber penerimaan retribusi
daerah pada Kota Lhokseumawe diharapkan
kedepannya lebih giat dalam mensosialisasi
jenis retribusi jasa usaha yang bisa di
tawarkan kepada masyarakat atau badan,
sehingga masyarakat atau badan tertarik
menggunakannya seperti kios pasar buah dan
kios terminal baru. Sehingga kedepannya
akan memberikan dampak positif terhadap
penerimaan retribusi jasa usaha dan di ikuti
dengan meningkat PAD Kota Lhokseumawe.

Dari hasil ini, maka diharapkan Pemerin-
tah Kota Lhokseumawe bekerja lebih maksi-
mal dan lebih tepat dalam memberikan
pelayanan retribusi jasa usaha, dan menam-
bahkan objek retribusi jasa usaha agar
menjadi suatu ketertarikan oleh pribadi atau
badan untuk menggunakan jasa tersebut.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan
retribusi jasa umum dan retribusi perizinan
tertentu memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap PAD, hal tersebut dapat
dijadikan alasan Pemkot Lhokseumawe untuk
menggali lebih dalam pada sektor retribusi
daerah khususnya dari objek retribusi jasa
umum dan retribusi perizinan tertentu. Di
samping, itu penelitian ini juga menemukan
keterbatasan.
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